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Abstract:
The community service program aims to optimize community empowerment through a religious
moderation approach, especially in Muslim places of worship as the majority community. The
method used is Asset Based Community Development (ABCD), which focuses on utilizing local
potential as an asset in community empowerment. The activities carried out by the IAIN KKN group
are in the form of assistance in making a Registered Certificate (SKT) for mosques and prayer
rooms. The purpose of the program and activities carried out is to increase community awareness
and participation in managing local potential, managing places of worship and carrying out
religious activities more optimally. The results and conclusions of these activities are that this
program has succeeded in encouraging the creation of a community that is more empowered in
practicing religious moderation in the midst of a homogeneous society.
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Abstrak:
Program pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan umat melalui
pendekatan moderasi beragama, terutama pada tempat ibadah muslim sebagai komunitas
mayoritas. Metode yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD), yang
memfokuskan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai aset dalam pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KKN IAIN berupa pendampingan pembuatan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid dan musholla. Tujuan dari program dan kegiatan yang
dilakukan adalah meningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi
lokal, pengelolaan tempat ibadah dan menjalankan aktivitas keagamaan secara lebih optimal. Hasil
dan kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah program ini berhasil mendorong terciptanya
komunitas yang lebih berdaya dalam mempraktikkan moderasi beragama di tengah-tengah
masyarakat yang homogen.

Kata kunci: Moderasi Beragama, SKT, Tempat Ibadah Muslim, Masjid, Musholla
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Pendahuluan

Identitas tempat ibadah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan kehidupan
beragama dan sosial suatu komunitas. Bagi komunitas Muslim, masjid dan musholla tidak
hanya berperan sebagai pusat ibadah dan spiritualitas, tetapi juga sebagai pusat
pembelajaran, interaksi sosial, serta pemberdayaan Masyarakat (Ahmad et al., 2024).
Identitas yang jelas dan legal melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sangat penting bagi
tempat ibadah agar memperoleh legitimasi formal, akses terhadap bantuan pemerintah, serta
memaksimalkan peran sosial dan ekonominya (Samsa, 2019).

Secara umum, penguatan identitas tempat ibadah bertujuan untuk mendukung tata
kelola kelembagaan yang lebih baik (Villaroman, 2014). Dokumen legalitas seperti SKT
memungkinkan masjid dan musholla untuk terdaftar dalam sistem pemerintahan, sehingga
memudahkan mereka dalam menerima bantuan hibah, program pembangunan
infrastruktur, maupun pembinaan keagamaan dari instansi terkait. Selain itu, identitas yang
jelas membantu pengurus tempat ibadah dalam melakukan pengelolaan secara akuntabel dan
transparan kepada jamaah, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan
partisipasi dalam berbagai program sosial (Tehupeiory, 2012).

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya legalitas tempat ibadah. Misalnya,
menurut penelitian dari (Himmah & Ahsani, 2024), masjid yang memiliki SKT mampu
memperoleh akses dana hibah lebih besar dan mengembangkan kegiatan sosial yang lebih
produktif dibandingkan dengan masjid yang belum terdaftar. Selain itu, penelitian dari
(Muniarty et al., 2022) menegaskan bahwa pendataan tempat ibadah bukan hanya persoalan
administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan program-program
sosial berbasis masjid dan musholla.

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag)
merupakan platform penting dalam mendata masjid dan musholla di seluruh Indonesia.
SIMAS tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga memberikan ID Nasional Masjid
yang memungkinkan integrasi langsung dengan layanan pemerintah (Dianah & Sholeh,
2022; Salman et al.,, 2022). Dengan adanya sistem ini, data masjid dan musholla dapat
dipetakan menggunakan Geographic Information System (GIS), yang meningkatkan akurasi
pemetaan lokasi masjid dan musholla berdasarkan citra satelit (Maharani, 2017). Hal ini
sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi GIS dalam
pengelolaan informasi masjid dapat mempermudah akses informasi bagi Masyarakat.

Manfaat dari terdaftarnya masjid dan musholla dalam SIMAS sangat signifikan,
terutama dalam konteks permohonan bantuan bagi masyarakat. Dengan adanya surat
keterangan terdaftar (SKT), masjid dan musholla dapat lebih mudah mendapatkan
rekomendasi untuk bantuan dari pemerintah (Baswardono et al., 2023). Penelitian oleh
(Sutono et al., 2023) menegaskan bahwa efektivitas SKT yang terdaftar dalam SIMAS sangat
membantu masyarakat dalam proses permohonan bantuan, serta memastikan bahwa masjid
dan musholla tersebut terdaftar secara resmi di Kementerian Agama.
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Lebih lanjut, digitalisasi sistem informasi manajemen masjid melalui SIMAS juga
berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik. Sistem ini dirancang untuk memberikan
pelayanan optimal kepada jamaah, dan memudahkan pengurus masjid dalam mengelola
kegiatan rutin (Faridi et al., 2023). Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi,
pengelolaan dana dan laporan keuangan masjid dapat dilakukan dengan lebih efisien dan
transparan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan masjid
(Mulyandani & Supriatna, 2021; Salman et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa sistem
informasi yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid.

Dengan dasar tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Kediri mengangkat
tema “Optimalisasi Fungsi Identitas Tempat Ibadah Muslimin melalui Pendataan SKT Masjid
dan Musholla” di Desa Kranding. Tema ini diusung untuk mengatasi permasalahan belum
lengkapnya data SKT pada sejumlah masjid dan musholla di desa tersebut. Desa Kranding,
yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Mayan, Jasem, Tamansari, Kranding, dan Nglegok
memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tidak hanya karena keberadaan banyak masjid
dan musholla, tetapi juga karena peran aktif pemuda dan tokoh agama dalam komunitas
tersebut.

Masjid dan musholla di Desa Kranding berfungsi tidak hanya sebagai pusat ibadah,
tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan
lembaga pendidikan non-formal lainnya. Namun, keterbatasan data terkait identitas dan
legalitas tempat ibadah menghambat upaya pengelolaan sumber daya dan pengembangan
infrastruktur secara tepat. Oleh karena itu, pendataan SKT menjadi langkah penting untuk
memahami kondisi fisik dan kebutuhan spesifik setiap tempat ibadah, sehingga pengelolaan
dan pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program KKN ini berfokus pada optimalisasi fungsi tempat ibadah melalui pendataan
SKT. Dengan data yang akurat, diharapkan setiap masjid dan musholla dapat lebih mudah
mengakses bantuan, memperbaiki manajemen, serta meningkatkan kegiatan yang
bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Selain itu, data ini akan menjadi dasar bagi
pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat
sasaran.

Secara keseluruhan, SIMAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pendataan, tetapi juga
sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan masjid dan musholla, serta
mendukung masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang tepat, SIMAS dapat menjadi model bagi pengelolaan masjid di
daerah lain di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas kegiatan
pengabdian masyarakat Desa Kranding mengambil tema sosial keagamaan dan memiliki
tujuan untuk mengembangkan potensi berupa masjid dan musholla yang ada di Desa
Kranding serta mengoptimalkan pemberdayaan umat di Desa Kranding.
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Metode

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN
IAIN Kediri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian KKN IAIN Kediri ialah Asset
Based Community Development (ABCD). ABCD merupakan sebuah proses penyadaran kepada
masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan program-program pemberdayaan guna
menempuh kehidupan yang Sejahtera. Jadi dalam Konsep Asset Based Community
Development atau sebutan ‘ABCD’ ini merupakan salah satu bentuk strategi dalam melakukan
pengembangan masyarakat. Konsep ABCD ini merupakan salah satu alternatif pemberdayaan
masyarakat dengan menggunakan asset (Al-Kautsari, 2019; Herdina et al., 2023). Asset
dalam konteks ini memberi makna potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, dengan
menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai
senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa
kekayaan yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan,
dan lain-lain) Ataupun dapat berwujud ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun objek penelitian ini adalah Desa Kranding, meliputi warga Masyarakat desa
Kranding. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasikan
pemberdayaan umat. Sasaran utamanya adalah potensi-potensi yang ada pada Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi
masalah, perumusan tujuan, penyusunan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta rencana
tindak lanjut dan evaluasi kegiatan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi potensi yang ada
di Desa Kranding oleh tim pengabdian KKN IAIN Kediri melalui wawancara kepada warga
Masyarakat serta tokoh Masyarakat di Desa Kranding. Tahap selanjutnya merumuskan
tujuan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian, Menyusun kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan, setelah kegiatan terlaksana berikutnya merencanakan tindak lanjut
dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah
mengevaluasi dari hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan dokumen penting yang memberikan
legalitas bagi masjid atau musholla yang belum memperoleh pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM. SKT berfungsi sebagai bukti resmi yang memastikan status
keberadaan suatu masjid atau musholla, serta menjadi salah satu syarat untuk mengajukan
bantuan dari pemerintah. Dalam konteks ini, SKT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam pengelolaan dan
pengembangan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat (Arwanda
& Pramana, 2023; Dewi & Renggana, 2022).

Dari sudut pandang agama dan kewenangan negara, pentingnya SKT juga diakui oleh
para ulama. Misalnya, Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "Figh al-Daulah"
menekankan bahwa peran negara dalam mengatur urusan agama sangat penting, termasuk
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dalam memastikan masjid terdaftar dan dikelola dengan baik. Beliau berargumen bahwa
masjid harus menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial yang legal dan diakui oleh pemerintah
agar fungsinya dapat maksimal dan dilindungi secara hukum (Arwanda & Pramana, 2023).
Hal ini menunjukkan bahwa SKT tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga merupakan
bagian dari upaya untuk menciptakan legitimasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid.

Selain itu, SKT juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas sosial dalam
pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya SKT, masjid dapat lebih mudah dalam
mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta meningkatkan transparansi dalam laporan
keuangan (Dewi & Renggana, 2022; Ridwanullah & Herdiana, 2018). Penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan yang baik di masjid dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Oleh karena itu,
SKT berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan masjid sebagai
lembaga sosial yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Secara keseluruhan, SKT
adalah instrumen yang sangat penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan masjid
atau musholla. Dengan adanya SKT, masjid tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga
dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang
bermanfaat bagi masyarakat.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid atau musholla merupakan dokumen
yang dibutuhkan untuk memastikan status legalitas keberadaan suatu masjid atau musholla
dan salah satu syarat untuk mengajukan bantuan. Setelah kita survei lokasi peribadatan di
desa kranding ini, terdapat beberapa masjid dan musholla yang belum memiliki legalitas
tersebut. Sehingga tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian KKN adalah menggali
informasi ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah
mendaftarkan SKT dan apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran SKT. Selanjutkan
kami melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Ta’mir
masjid/musholla, IPNU/IPPNU, Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat Desa
Kranding dengan tujuan sosialisasi pendampingan pembuatan SKT, setelah semua
disepakati, dalam acara sosialisasi tim pengabdian KKN juga meminta kerjasama yang baik
antara tim pengabdian KKN dan para ta’mir masjid atau musholla, guna mempermudah
proses pengisisan data, pembuatan proposal, dan mempersingkat waktu agar semua
persyaratan dapat terupload dengan segera.

Apabila musholla atau masjid sudah terdaftar di SIMAS maka akan mendapatkan
Nomor Identitas Nasional yang tentunya dapat terintegrasi langsung dengan layanan
pemerintah, data di SIMAS dilengkapi dengan GIS (Geographic Information System) sehingga
masjid atau musholla mampu dipetakan dengan tingkat akurasi yang baik pada citra satelit
serta Sertifikat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Muhammad Dika & Hakim, 2023). Adapun
kelebihan dari pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Masjid atau mushola yang
terdaftar secara resmi lebih mudah untuk mengakses program-program bantuan pemerintah
atau lembaga lainnya, yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan
keagamaan.
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Mendaftarkan SKT untuk masjid maupun mushola memiliki banyak kelebihan.
Sedangkan kekurangan dalam program ini terletak pada masyarakat yang belum sepenuhnya
menyadari pentingnya memiliki SKT, sehingga inisiatif untuk mendaftarkan masjid atau
mushola secara resmi kurang (Rohimat et al., 2022). Hal ini bisa menghambat penerapan
program secara luas. Jika musholla atau masjid sudah terdaftar pada SIMAS, maka akan
memperoleh Nomor Identitas Nasional yang memungkinkan integrasi langsung dengan
layanan pemerintah. Data pada SIMAS dilengkapi dengan Sistem Informasi Geografis (GIS),
sehingga lokasi musholla atau masjid dapat dipetakan dengan akurasi tinggi menggunakan
citra satelit. Selain itu, akan mendapat Sertifikat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Selain itu terdapat kesulitan dalam mengumpulkan data yang lengkap mengenai
keberadaan dan status legalitas yang memerlukan waktu dan upaya yang signifikan terutama
di daerah dengan system pencatatan yang tidak terpusat dan tidak teratur. Kedua, proses
pengumpulan data sering kali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk
pengurus masjid, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, yang bisa menjadi rumit dan
memerlukan komunikasi yang efektif. Ketiga, adanya kemungkinan data yang tidak terupdate
atau kurang konsisten dapat menyulitkan dalam verifikasi dan validasi informasi, sehingga
meningkatkan risiko ketidakakuratan dalam pendaftaran. Semua tantangan ini memerlukan
pendekatan sistematis dan penggunaan sumber daya yang memadai untuk memastikan
proses pengumpulan data berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang valid.

Berdasarkan survei yang telah tim pengabdian KKN lakukan ternyata masih terdapat
beberapa mushola dan masjid yang belum memiliki surat keterangan terdaftar di Desa
Kranding padahal SKT memiliki beberapa benefit untuk setiap musholla atau masjid
setempat, Beberapa hal yang menyebabkan belum adanya proses pengurusan SKT adalah
kurang kesadaran masyakarat setempat serta tokoh agama mengenai tujuan dan manfaat
dari memilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hal ini menjadi salah satu Program
Kerja dari KKN O3 yaitu dengan pengurusan pembuatan SKT untuk beberapa musholla dan
masjid setempat, tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan keberlanjutan seperti dilansir
dari website Kemenag SIMAS yang dimana setiap musholla atau masjid dengan
kepengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan memiliki beberapa benefit seperti
1. Mushola atau masjid yang terdaftar secara resmi lebih mudah untuk mengakses program-

program bantuan pemerintah atau lembaga lainnya, yang dapat digunakan untuk
pengembangan fasilitas atau kegiatan keagamaan.

2. Membantu mempermudah pencarian informasi seputar kemasjidan dan dapat dikelolanya
data masjid secara modern dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi yang
ada. Sehingga dengan adanya SIMAS salah satunya dapat memudahkan Bimas Islam
Kemenag dalam menganalisis permasalahan yang ada seperti perlunya dilakukan
penyaluran dana operasional masjid, baik untuk rehabilitasi atau untuk keperluan
memakmurkan masjid.

3. SKT memberikan perlindungan hukum, sehingga jika terjadi sengketa atau masalah
hukum terkait lahan atau bangunan, masjid atau musholla memiliki dokumen resmi yang
bisa menjadi bukti sah.
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4. SKT dapat digunakan untuk membuka rekening bank syariah indonesia atas nama masjid
yang terdaftar
. Mendapatkan stiker kode QR mengenai profil masjid.
6. Data masjid yang telah terdaftar terinput di dalam aplikasi INFO MASJID berbasis android
yang bisa di instal secara langsung dan gratis melalui google playstore

6)]

. Terikut serta dalam program dan layanan kemasjid-an secara nasional.

~

8. Masjid maupun mushola yang terdaftar SKT akan mendapatkan nomor identitas masjid
(ID Nasional Masjid)

Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan data lengkap mengenai keberadaan dan
status legalitas masjid atau musholla. Pertama, proses ini membutuhkan waktu dan usaha
yang besar, terutama di daerah dengan sistem pencatatan yang tidak terpusat dan kurang
teratur. Kedua, pengumpulan data sering kali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak,
termasuk pengurus masjid, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, yang dapat menjadi
rumit dan membutuhkan komunikasi yang efektif. Ketiga, data yang tidak diperbarui atau
kurang konsisten dapat mempersulit verifikasi dan validasi informasi, sehingga
meningkatkan risiko ketidakakuratan dalam pendaftaran. Semua tantangan ini memerlukan
pendekatan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang memadai untuk memastikan
bahwa proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang valid
(Thoha et al., 2021).

Keberlanjutan program kerja ini yaitu mencari dukungan dari lembaga pemerintahan
daerah seperti KUA (kantor urusan agama) untuk mempermudah proses mengurus SKT,
dengan begitu kita dapat menyelesaikan proker ini dengan lebih cepat dan paham mengenai
alur pembuatan SKT dari awal hingga akhir, melalui kerja sama dengan KUA kita juga
mendapatkan banyak masukan dan saran untuk memperkuat program-program kerja yang
ada, dan yang selanjutnya. Selain Kerjasama dengan KUA kita juga berkolaborasi dengan
ta’mir masjid dan musholla di Desa Kranding untuk memudahkan dalam melengkapi data
pengajuan SKT (Amalia & Firmansyah, 2024).

Kelebihan lainnya dari memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid atau
musholla adalah kemudahan dalam mengakses program-program bantuan dari pemerintah
atau lembaga lain, yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan
keagamaan. Namun, kekurangan dari program ini terletak pada kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya SKT, sehingga inisiatif untuk mendaftarkan masjid atau
musholla secara resmi masih rendah. Hal ini dapat menghambat penerapan program secara

luas.
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Dokumentasi Pendataan tempat Ibadah (masjid dan musholla)

Kesimpulan

Program Kerja KKN IAIN Kediri di Desa Kranding diantaranya yang paling utama ialah
pendampingan pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) masjid dan musholla di Desa
Kranding yaitu pada 5 Dusun. Desa Kranding memiliki 5 Dusun yakni Dusun Kranding, Dusun
Mayan, Dusun Nglegok, dan Dusun Tamansari. Hasil dari program kerja KKN IAIN Kediri
yaitu dengan pendampingan pendaftaran SKT berupa 2 Masjid dan 6 Musholla yang terletak
di lima Dusun di Desa Kranding. Hal ini dilakukan karena SKT memiliki benefit dalam
legalitas musholla masjid dan manfaat lainnya. Program kerja pendampingan dan pembuatan
SKT untuk masjid maupun mushola ini tentu saja memberikan manfaat pada masyarakat
sehingga dapat mengetahui maupun memperoleh program dan layanan kemasjidan yang
tidak hanya dalam skala regional namun secara nasional di bawah naungan Kemenag RI.
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